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WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimak:sudda]amntmxfa,hunﬁb,danhmxfcperh
menempkanperanmnamhtmtanguusyawnrah
Perencanaan Pembangunan;

. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undeng Nomor 5 Tahun 1965 tentang
PemhenmkanKotap'ndjaPalangkaRaya.a.embamn
Negarachubh’klndmeﬁaTahun 1965 Nomor 48,
Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia
Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambehan
LmbarmthamRepub]ﬂnndonedaHM4286);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencansan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana teiah diubeh dengan Undang-Undeng
Nomeor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 3
Tghun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Dacrah
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomeor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik



Repub!iklndomsiaﬂommttslﬂ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan
[mbamnﬂcgamkepuhﬁkmdmeﬁaﬂom%};

IS.WRmeﬁMmN@iNomﬂTahm
2010 tentang Pelaksansan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tehapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pdamanmpmhngumewﬁhmuita
Negammepubh‘kmdonuia'rnhun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8

RaynTathOOBNmnorls,Tamhahanlmbann
DacrahKotaPa]anglmeyaNonwrm};

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
RmcampmbangunanJangknPaxﬁang(RPJP]Kota
Wmmmmummmnmh

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

\emetapian: PERATURAN DAERAH TENTANG ~MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANCGUNAN.
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Kota Palangks Raya.
pemerintahan di . = .

wilayah kerja Kecamaten yang dalam
‘mmnpemamtshandanwmilmﬁﬂ-mmkmm bagian
urusan otonomi daerah dan ﬂlﬁﬂ:eum‘m
pemmnmhan

mhmdm alilmmuntukmcnangﬂm
W sebagian urusan
geamomi  dasrah dan m tugas |umum
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Pembangunan Dacrah adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semmua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan
bernegara.

Musyawarah Perencanasn Pembangunan yang selanjutnya
diahaglmlMumbangadalahfommantarpe]akudalammgka
mcnyumnrenmnapembangtmannsmah.

Hapakat Warga adalah perkumpulan atau musyawarah warga
yangadadiﬁngkntR’!‘/EWda}ammbahasdanmmlesﬁkan
auampcrmaaalahﬂnlmtukmnncspaikcwpakatﬂnbcrm
RmcanaPembangunanJangkaMmensahKﬁmPalﬂnmRﬂYﬂ
mmwmmmmwm
adalah dokumen perencanasn pembangunan daerah Kota
Palangka Raya untuk periode 5 (lima) tahun.
RmcanaPembm:glmanTahunanDacmhyangaelanjutnyadiaebut
RmmnaKajaPmbangunanDamh(RKPD},adahhdokmn
pumcanaandmhunmkpaiodcllaam}tahun.

-Rmcanasm:egissaumnKajaPerangkatDmahyang

selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen
permnaanSKPDunmkperindeS{ﬁma]tahun.
Mﬁj&smmwnmhmudiummm&
SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tabun.

dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
AﬂaﬁDanaKchmhanadalahdanAyangdjalokns’kandch
Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Kehmahan, yang

BABII

csomemsi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

WWWMWUMW

M&mkcmbﬁk[ndoneeﬁn'l‘ahunlﬂi

Wﬂhpummnmmbmjummmk:

a.'mdtmmdh:uianmpethpmbmm;

% menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara
Semmerintah dan masyarakat;

=. mesjamin keterkaitan dan konsistensi antars perencanaan,
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d. mmjamhmpainyapazggunaansumbﬂdaynswameﬁsien,
efektif,berlmadiian,danberkelanjumn;
e. mlfuhanﬂnyapmmuusmnhangdmiaemmtahapmdm@n

B-
h. Mendorong peleksanaan pembangunan yang lebih partisipatif
den berkeadilan.
BAB Il
MUSYAWARAHPERENCANAANPEMBANGUNAN
Bagian Kesatu
Musrenhang'ringkatm‘xrahan
Paragraf 1
Umum
Pasal 3

mahamtdandapetdipamngungiawahhm
ﬁwmmmmmmmmm
E=camatan.
Paragraf 2
Tujuan
Pasal 4



c. Menetapkan delegasi Musrenbang kelurahan yang akan
mengikuti musrenbang kecamatan;

d. Menetapkan tim pelaksana kegiatan;

e. Menetapkan tim pengawas kegiatan.

Paragraf 3
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pasal 5
u‘,uumhangﬁngmmumhandﬂmpadamimuh-m
dan minggu ke-IV bulan Januari setiap tahun anggaran.
gammwmmmmmwdim

Basara kehurahan atau mmpe.tlamyangdmcpakah
Paragraf 4
@
Pasal 6

hfmdclcglﬁm;mdanomnimsimsymhtdikchmhan
i Dehpaidan‘umuna'rmwxansbaiumhhsﬂmlm
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- masyarakat kelurahan.
Bagian Kedua
Musrenbang Tingkat Kecamatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 9
. ‘E}Mmtnngkemmmadalahmaymmhtahumdxmgh:

Kecamatan (RPTK).

mﬁnmadimakm.mdpedamt(ilmehmz

amkmnrmmapambangunantahtmandaﬁmaﬁng—madng
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a. Membehes prioritas kegiatan hasil Musrenbang kelurahan di
wilayah kecamatan yang bersangkutan;
tingkat kecamatan;

c. Melakuksn Klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan
kecamatan sesusi dengan fungsi-fungsi Satusn Kerja Perangkat
Daerah (SKPD);

d. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada forum
SKPD.

Paragraf 3
Walktu dan Tempat Pelaksansan
Pasal 11
Musrenbang Kecamatan dalam setiap tahun dilaksanakan pada
minggu ke-1 dan minggu ke-l bulan Februari setiap tahun anggaran,
mmﬁmﬂammm

Paragraf 4
Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah yang mewakili masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya, yang
serdiri dari :
= Unsur Muspika :

1. Camat;

2. Danramil; dan

3. Kapolsek.
b. Unsur Kecamatan :

1. Sekretaris Camat;

2. Para Kasi yang ada di kecamatan; dan

3. Puskesmas kecamatan.
c. Unsur Kehlurghan :

1. Lurah;

2. Delegasi yang ditunjuk pada saat Musrenbang Kelurahan yang

terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.

‘& Unsur Masyarakat :

1. Organisasi masyarakat di tingkat kecamatan;

2. Tokoh masyarakat;

3. Tokoh pemuda;

£, Tokoh/Kelompok perempuan;

5. Kelompok pengusaha kecil/sektor informal;

£. 1LSM yang berdomisili dan beraktifitas di kecamatan tersebut;

7. Keiompok profesi;
&m&mahdanmmim&kohhmgbmﬂomiﬂidiﬁnght
kecamatan; dan

S, Forum Anak Tingkat Kecamatan.



Paragraf 5

Narasumber

Pasal 13
Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, terdiri dari :
. Kepala SKPD Kota Palangka Raya;
. Camat;
. Anggota DPRD Kota Palangka Raya; dan
. Narasumber lainniya.

| s G b e

Pasal 14
Ke;nlaSKPDsebagaimanadimahudpadaPaaallaanglm2wqjih
mmyammﬂmnmxﬂjasmmmmmgﬁnw
kecamatan yang telah diprogramkan dan dianggarkan dalam APBD
Kota Palangka Raya.

Paragraf 6
Penyelenggara Kegiatan
Pasal 15
Penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah aparatur kecamatan
dengan susunan sebagai berikut :
I-Cmatsebagaipmangg\mgjawablmginmn,yangdihanmd:h
Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota.
2. Angeota penyelenggara Musrenbang Kecamatan bisa diambil dari
waxgamsyankntkmmamnymglmmimdnnsuhnhmmk
membantu penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

: Forum SKPD
Paragraf 1
Umum
Pasal 16
Forum SKPD adalah forum musyawarah bersama antar pelaku
" fsrenbang tahunan tingkat kecamatan dengan SKPD atau gabungan
S50, yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, program kegiatan
_ssior atau lintas sektor yang tatacara penyelenggaraannya dilakukan

Paragraf 2
Tujuan
e “Tuan dari pelaksanaan Forum SKPD adalah :
- _i=cammatan dengan Rencana Kerja (Renja)} SKPD;

10
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usulan kecamatan; )
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar
SKPD.

Paragraf 3
Walktu dan Tempat Pelaksanaan
Pasal 18
(1) Waktu Forum SKPD dilaksanakan minggu ke-IIl dan minggu ke-IV
bulan Februari.
(z;rmm:pdakmmnmsmdimﬁapSﬂDamdiaabm
beberapa SKPD terkait.

Paragraf 4
Peserta
Pasal 19
Peserta Forum SKPD berasal dari unsur :
a. Kepala dan bagian program SKPD (Dinas, Badan,

Kantor, dan Bagian);
b. DPRD Kota Palangka Raya; .
¢c. Delegasi setiap kecamatan dengen memperhatikan keterwakilan

o
{
I

Paragraf 5

Narasumber

Pasal 20
Nare sumber Forum SKPD, terdiri dari :
a. Bappeda Kota Palangka Raya;
b. Kepda—hepahSKPDKmaPalangkaRaya;
c. mmnmmmmmdaﬁmmmm

bidangnya.

d. Perguruan Tinggi Negeri; dan
e. Narasumber lainnya.

Paragraf 6

Penyelenggara Kegiatan
Pasal 21
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(3) Bappeda scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk
ﬁmpenyelmggammeSKPDwsuaidmganjumlahdanformaﬂi
yangttlﬂhdibetapknn.

Bagian Keempat
Musrenbang Tingkat Kota

(1) Musrenbang Kota adalah musyawarah pemangiu kepentingan
(mkelﬂdeﬂdiﬁngkntkotaunmknmantap]mnknnmgaﬁ-m
KotaPa]anghRaynbuﬂasarkanRenja-Slﬂ’DhasﬂFarumSKPD.

(2) Untuk memantapkan keserasian antara Renja-SKPD dengan
Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh Bappeda didasarkan

Pasal 23
(1) Tujuan umum Musrenbang tingkat Kota adalah mendapatkan
masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang
{ prioritas pembangunan daerah pegu indikatif pendanaan
berdasarkan fungsi SKPD, termasuk informasi mengenai rencana
kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan sumber
pendanaan lainnya.
Q}ankhmum:mhangﬁngimtmmi
a.umdapatkanmazuknnwrhadspmnganm;

b. Mendapatkan sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang kelurahan,
kecamatan, dan forum SKPD untuk menjadi prioritas program
kegiatan pembangunan Kota Palangka Raya;

c. Memaduknnpammaandanmnmmdiﬁnghtm

Paragraf 3
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pasal 24
Musrenbang Kota Palangka Raya dilaksanakan pada minggu ke-II
bxﬂanuarct,b:ﬂnmpatdipusaxpemuinmhanKataPalangkaRaya.



Paragraf 4
Peserta
Pasal 25
Peserta adalah pihak-pihalk yang telah mengikuti proses Forum SKPD
dan Unsur-unsur lainnya, terdiri dari :
a. Perwakilan Provinsi
1. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dapil Kota Palangka
Raya;
2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Unmuusp.dammangkakaya
1. Walikota Palangka Raya;
.WathahkntnPahnglmRaya,
. Ketua DPRD Kota Palangks Raya;
Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya;
Kepala Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya;
Dandim Kota Palangka Rays; dan

PNOMD LN

E
s
E
%

. Kepala Badan, Dinas, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya;

5. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya;
7. Kepala Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Palangia Raya; dan
8. Para Camat di wilayah Kota Palangka Raya.

e. Unsur Masyarakat, Perguruan Tinggi, Perusahsan, Kelompok
Profesi, LSM, Forum Anak Tingkat Kota dan lain-lain.

Paragraf 5

Narasumber

Pasal 26
Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota, terdiri dari :
a. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah;
b. Walikota Palanglea Raya:
c. Ketua DPRD Kota Palangka Raya; dan
d. Kepela Bappeda Kota Palangks Raya.

Paragraf 6
Penyelenggara Kegiatan
Pasal 27
Penyelenggara Musrenbang tingkat Kota Palangka Raya adalah:
a. Kepala Bappeda Kota Palangka Raya scbagai penanggungjawab;

13
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b. Pimpinan pelaksana dan beberapa anggota tim penyelenggara yang
berasal dari Bappeda Kota Palangka Raya.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN FORUM MUSRENBANG
Pasal 28

Sumber pembiayaan Forum Musrenbang bersumber dari :

a. dana perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004;

b. alokasi dana Musrenbang tingkat Kelurehen asdalah dena yang
dialokasilkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raye untuk Kelurahan,
yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya;

c. alokasi dana musrenbang tingkat kecamatan adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota
Palangka Raya;

d. swadaya masyaralnat;

c. pihak ketiga; dan

f. sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

BABV
ANGGARAN PEMBANGUNAN
Pasal 29
(1) Pemerintah Kota Palangka Raya yang diwakili oleh Bappeda Kota
puluh per seratus) dari Belanja Modal APBD untuk mengakomodir
hasil musrenbang tingkat kecamatan
{2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud peda ayat (1)} digunakan
untuk pembangunan tahun berikuinya.
(3) Besaran anggaran yang dialokasikan di masing-masing Kecamaran
diatur secara proporsional berdasarkesn skala prioritas yang

dituangikan dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

dengan yang baru atau selama tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini,
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Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Agustus 2013
Fit. ARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
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LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 NOMOR 18
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PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

E NOMOR  TAHUN 2013

3 TENTANG

g MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

i I. UMUM

£ 1. Dasar Pemikiran

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
negara dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami
g“ 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen
= Undeng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
telah tejadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu:

g Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (APBN);

B b. ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
é sebagai pedoman penyusunan rencana pernbangunan
%’ nasional; dan

& pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara
lanss\mgohhrakyatdanﬁdaka.dgmGBHNaebagadpedoman
Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka
dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan
pembangunan nasional dan pembangunan di daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tabun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah
dilaksanakan dengan kewensngan mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
kewenangan yang luas kepads daerah memeriukan koordinasi
dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan
menyelaraskan pembangunan, baik yang tertuang dalam
pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun
pembangunan antar daerah.

Bahwa dengan semskin meningkatnya pembangunan di Kota
Pahnghannya,makadalammngimm&uingkxtknnkmnmpuan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya
sccara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk

memperhatikan perkembangan dan atau kemajuan dalam tiap
bidang,pcﬂudihmh;k?aaumDa:mhKotaPahnﬂmRm
yang mengatur tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

16
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2. Ruang Lingkup
Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang

perencanaan, pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Dacrah. Dalam peraturan dacrah ini ditetapkan
bahwa Musyawarsh Perencanaan Pembangunan Daerah adalsh
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang,
jmmm@h,danmhumnyangdﬂaksanMOhhmw
penyelenggara pernerintahen di dacrah dengan melibatkan
masyarakat.
3. Proses Perencanaan

perencanaannya, yaitu:

(1) politik;

(2) teknokratik;

(3) partisipatif;

(4) atas-bawah (top-down); dan

(5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepela Daerah
adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih
menentukan  pilihannya  berdasarkan  program-program
Daereh. Oleh karena ifu, remncana pembangunan adaleh
Kepala Daecrah pada saat kampanye ke dalam rencana

dengan menggunakan metode dan kerangke berpikir ilmiah oleh
satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Perencanaan dengan pendeckatan partisipatif dilaksanakan
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan
{stakeholders} terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah
Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam
perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan
Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:
(1) penyusunan rencana;

(2) penetapan rencans;

{3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

: o



Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga
secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang
utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan
rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan
yang terdiri dari 4 (empat) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana
pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan
terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah
menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada
mmn@nmnapemhangmanyangmhdmpkmunghh
berikuinya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan
menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan
masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah

Tahapbuikumyaadalahpemtapnnmncammcnjaﬂlwoduk
hukum schingga mengikat semua pihak untuk
melaksanakannya. Menurut Peraturan daerah ini, Rencana
Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah ditetapkan sebagai Peraturan Peraturan Kepala Daerah,
dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan sebagai
Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimalesudicem
yang tertusng dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi
dmpmyummu:lamﬂpc]akmmnnrmmtuuh:tobh
Bappeda. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan
menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Evaluasi pchkuanmnmnmnaadahhbaghndmihﬁahn
perencansan  pembangunan  yang  secara  sistematis
mengumpulkan dan mengenalisis data dan inforrnasi untuk
menilai pencapaian sasaran, tyjuan dan kinerja pembangunan.
kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.
Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukasn (nput,
keluaran (output), hasil (result) manfaat (benefit) dan dampak
impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewgjiban untuk
melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan
dan/atau yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
Dalam melaksanakan evaluasi kincrja proyek pembangunan,
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Satuan Kerja Perangkat Dsaerah mengikuti pedoman dan
petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin
kescragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk
masing-masing jangka waktu sebuah rencana.
mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan
Daerah ini mencakup tiga tahapan dalam seluruh rangkaian
perencanaan, yaitu:
a. Tahap Persiapan;
b. Tahap Pclaksanaan; dan
c. Tahap pelembagaan.

4. Sistematika
berikut: Ketentuan Umum, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan yang didalamnya memuat Asas, Tujuan
dan Prinsip, Peserta Dan Narasumber Musrenbang, Meckanisme
Musrenbang, Sumber Pembiayaan Forum Musrenbang, Anggaran
Pembangunan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

I. PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Musrenbang tingkat Kelurahan disusun secara berjangka
Houti:
a. RPJM Kelurahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
b. RKP Kelurahan, merupakan penjabaran dari RPJM Kelurahan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Musrenbang tingkat kelurahan didasarkan pada data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data
dan informasi Perencansan Pembangunan Kefurahan
mencakup:
a. penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
b. orgamsamdanmmlaksmapcmerhmhanmh:mhm



Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21




Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
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